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Bab VI

Kebijakan Umum Dan
Program Pembangunan Daerah

7.1. Kebijakan UmumTahun 2014 — 2019

Untuk mewujudkan dan memantapkan tujuan dan sasaran Visi dan Misi pembangunan Maluku Utara
tahap ketiga (2014-2019), perlu didukung kebijakan-kebijakan sebagai tindak lanjut strategi pembangunan
jangka panjang daerah. Kebijakan umum pembangunan untuk mewujudkan capaian keberhasilan
pembangunan daerah, Provinsi Maluku Utara dilaksanakan melalui penetapan program prioritas sesuai
dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Maluku Utara. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang
disesuaikan dengan Misi Pembangunan Daerah yang pelaksanannya didasarkan pada karakteristik
wilayah dengan pendekatan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
melalui program prioritas yang dilaksanakan dengan titik berat yang kebijakan pelaksanannya
dilaksanakan sesuai spesifikasi kebutuhan pembangunan. Kebijakan umum pembangunan dilaksanakan
untuk mewujudkan misi pembangunan selengkapnya sebagaimana Tabel 7.1.

7.2. Program Pembangunan Daerah Tahun 2014 — 2019

Program Pembangunan Daerah merupakan kumpulan program yang berhubungan langsung dengan
pencapaian sasaran termasuk program kepala daerah terpilih yang akan didanai melalui  belanja
langsung dan belanja tidak langsung serta pengeluaran pembiayaan, antara lain: program-program
pembangunan daerah yang manfaatnya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat; belanja aparatur
seperti administrasi perkantoran, gaji dan tunjangan, peningkatan kapasitas aparatur; bagi hasil pajak dan
bukan pajak kepada kabupaten/kota, bantuan keuangan dan hibah; dan pengeluaran pembiayaan seperti
penyertaan modal darah dalam rangka pemanfaatan asset daerah atau kerjasama dengan pihak ketiga.

Program pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan bertujuan mewujdkan
pencapaian Misi Pembangunan adalah sebagai berikut:

Program belanja rutin terdapat di setiap SKPD shb :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

B Misi Pertama,

Membangun Masyarakat Maluku Utara yang memiliki kualitas hidup baik untuk dapat bekerja secara

mandiri.
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Agenda Pembangunan Prioritas : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan),

dengan program pembangunan, yaitu: agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan selama

lima tahun sebagai berikut:

1.

Bidang Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program waijib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;

Program Pendidikan Menengah;

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Program Pendidikan Luar Biasa;

Program Pendidikan Non Formal;

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

Program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
Program peningkatan mutu pendidikan sekolah tinggi
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Bidang Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
Program perbaikan gizi masyarakat;

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
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sakit paru-paru/ rumah sakit mata;
Program peningkatan upaya kesehatan perorangan;
g.  Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
h.  Program Kesehatan Ibu dan Anak;
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
Program Perencanaan dan Penyusunan Program Kesehatan;
Program Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
Program pengembangan data informasi;
Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
Program pengembangan sarana dan prasarana kesehatan;

Bidang Ketenagakerjaan

Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;

Program perlindungan dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan;
Program pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jamsostek;
Program pengerahan dan pembinaan trasnmigrasi;
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Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

a.  Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan;
b.  Program pemberdayaan perempuan dalam ekonomi keluarga dan masyarakat;
c.  Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak;

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Program kesehatan reproduksi remaja;
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Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS;

Program pemutakhiran data keluarga berencana;

6. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

a.
b.

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Program Pengembangan Budaya Baca.

7. Bidang Pemuda dan Olah Raga
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Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;

8.  Bidang Sosial

a.
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Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo;

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Peningkatan kualitas tenaga kesejahteraan sosial.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
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Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan;

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Program Sinkronisasi Kebijakan Kelembagaan dan Regulasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

C. MisiKedua,

Mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Maluku Utara dan Pendistribusian Pembangunan
Ekonomi secara Adil dan Merata melalui peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan
pembangunan industri yang dapat mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara
berkelanjutan.

Agenda Pembangunan yaitu :

1. Bidang Penanaman Modal;
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Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah;
Program Sarana Pelayanan Perizinan;
Program Administrasi dan Penatausahaan Perizinan.
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2. Bidang Koperasi dan UKM

Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;

Program Pengembangan Kewirausahan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM,;
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3. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
Program pembangunan usaha pertanian

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;

Program pembangunan usaha pertanian;

Program pembinaan dan produksi bibit tanaman;

Program Pengembangan Agribisnis;

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
Program Sarana Prasarana Penyuluhan;

Program Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan;

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan).;
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.;
Program pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani
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4.  Bidang Kelautan dan Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap;

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan;

Program peningkatan pengembangan sistem;

Program pemberdayaan masyarakat pesisir;

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya
kelautan;

Program pengembangan budidaya perikanan;

g. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
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5. Bidang Kehutanan

Program penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan;
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan;
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan;
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
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6. Bidang Pariwisata

a. Program pengembangan, promosi, kebudayaan dan pariwisata
b. Program pengembangan sarana dan prasarana destinasi pariwisata
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Bidang Perindustrian

a.  Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengabh;

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;

Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial
Program Pengembangan Kerajinan Potensial daerah;

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Perdagangan.
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Bidang Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional;
Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport;

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Luar Negeri;
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
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Bidang Ketransmigrasian

a.  Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
b.  Program pengarahan dan pembinaan transmigrasi.

D. Misi ketiga,

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang pembangunan ekonomi daerah.
Agenda Pembangunan antara lain :

1.

Bidang Pekerjaan Umum

Program Perencanaan dan sinkronisasi ke-PU-an;
Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemantauan;
Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan;

Program pengendalian daya rusak air;

Program peningkatan pelayanan air minum;

Program peningkatan pelayanan sanitasi;

Program pembinaan jasa konstruksi;

Program peningkatan jalan & jembatan;

Program pembangunan jalan & jembatan;

Program pengembangan perumahan dan bangunan gedung penyiapan;
Program Perencanaan Tata Ruang;

Program pengawasan dan pemantauan.
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Bidang Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bidang Perumahan

Program Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman serta bangunan gedung.
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Bidang Perhubungan

Program perencanaan dan sinkronisasi perhubungan;

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan;
Program pengawasan transportasi;

program pengendalian dan keamanan lalu lintas;

program pengembangan komunikasi informasi dan media massa;
program kerjasama informasi dan media massa;

program pengembangan pelayanan pos telekomunikasi daerah;
program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut;
program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan udara;
Program peningkatan pelayanan angkutan;
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Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Program kebijakan pembiayaan dan Sinkronisasi perencanaan sektor ESDM,;
Program Pemanfaatan energi serta Pembinaan dan Pengembangan ketenagalistrikan;
Program pembinaan dan pengembangan geologi dan mitigasi bencana;

Program pengembangan panas bumi serta energi baru dan terbarukan;

Program Pengembangan Investasi sumberdaya mineral dan minyak bumi;

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;

Program pembinaan dan pengawasan kegiatan fungisonal;
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Bidang Informasi dan Komunikasi

a. Program pengembangan Sarana dan Prasarana komunikasi dan informatika;
b. Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi, komunikasi dan informatika.

Bidang Lingkungan Hidup

a. Program Perencanaan dan Sinkronisasi LH;
b. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

c. Program pembinaan dan pengembangan Data Informasi LH;

d. Program peningkatan prasarana lingkungan hidup;

Misi Keempat,

Membangun kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan di seluruh
sektor kehidupan masyarakat Maluku Utara.
Agenda Pembanagunan Prioritas : Membangun Kehidupan Agama dan Kebudayaan, dengan program

pembangunan sebagai berikut :

1.

Bidang Agama :

a. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan di Bidang kesejahteraan rakyat Keagamaan
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan Beragama;

c. Program Peningkatan Kehidupan Beragama;

d. Program Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji;
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2. Bidang Kebudayaan
a. Program pengelolaan keragaman budaya;
Program peningkatan SDM dan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata;
Program perencanaan sinkronisasi kebudayaan dan pariwisata;
Program pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan;
Program pengembangan , promosi kebudayaan ,dan pariwisata
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3. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Program pembinaan dan peningkatan stabilitas keamanan;

Program Pengembangan Budaya Demokratis dan Wawasan Kebangsaan;
Program strategi di bidang politik dan keamanan;

Program pengembangan wawasan kebangsaan;

Program pendidikan politik masyarakat;

Program peningkatan peran forum kerukunan antar umat beragama;
Program peningkatan keamanan dan ketertiban;

Program pencegahan dan penanggulangan konflik;

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak criminal
Penyusunan perencanaan anggaran tahunan;
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F. MisiKelima,

Memperbaiki Tatakelola Pemerintahan Maluku Utara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,
melayani dan berwibawah.

Agenda Pembangunan Prioritas : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan program
pembangunan sebagai berikut :

1. Bidang otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Program Penataan Kelembagaan;

Program Penerapan PTSP

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah

Program Fasilitasi Penataan Batas Wilayah

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Pemerintahan Umum dan Pengelolaan Otonomi Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Program Pembentukan dan Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah

Program Penataan Administrasi Pembangunan

Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Program Peningkaan Kualitas Kehumasan dan Protokoler

Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah

Program Difusi dan Pengembangan IPTEK

Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
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Program Penguatan Kelembagaan
Pengembangan Sistem Inovasi

Program Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahunan
Program Penyebarluasan dan Pemanfaatan IPTEK

S.
t.
u.
V.
w.
X.

2. Bidang Kepegawaian

a. Program Penataan Kinerja Aparatur

Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Kesektariatan KORPRI
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3. Bidang Perencanaan Pembangunan

Program Pengembangan Data/Informasi;

Program Kerjasama Pembangunan;

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana;
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
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4.  Bidang Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa;

Program Kerjasama Informasi dan Media Masa;

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi daerah
Program Pembangunan Sarana dan Penyediaan Sarana Informasi dan Komunikasi
Program peningkatan struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran
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5. Bidang Kesatauan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

Program Pengembangan Budaya Demokratsi dan Wawasan Kebangsaan;
Program Pengkajian Strategi di Bidang Politik dan Keamanan;

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

Program Pendidikan Politik Masyarakat;

Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik;
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dan Politik Dalam Negeri;
g. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban;
h.  Program Peningkatan Peran Komunikasi Kerukunan antar Umat Beragama;
[ Program Pemeliharaan dan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
j. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
k.  Program Fasilitasi dan Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat;
. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
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6. Bidang Kearsipan

a.  Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;

PEMERINTAH PROVINSI

b.  Program peningkatan kualitas pelayanan informasi;
c.  Program pengembangan budaya baca

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
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Desa.

7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan;
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;

Program Sinkronisasi Kebijakan Kelembagaan dan Regulasi Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara
bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indicator kinerja sasaran yang menjadi acuan
penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan
yang ditetapkan. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Maluku Utara yang diharapkan
dapat mewujudkan pencapaian 5 Misi pembangunan daerah tahun 2014-2019 berikut ini:

ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD
Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
Jawab
Misi Pertama, Membangun Masyarakat Maluku Utara yang berkualitas dan mandiri (Misi Cerdas);
Penyelengaaraan pendidikan dasar, Program pendidikan usia dini Pendidikan Dinas
menengah dan tinggi serta pemberian Program Pendidikan Dasar Sembilan Pendidikan
beasiswa miskin dan berprestasi; Tahun
Program Pendidikan Menengah
Pembangunan dan rehabilitasi gedung serta | Program Pembinaan Pendidikan Tinggi
pengadaan sarana pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan | Program Peingkatan Mutu Pendidik dan
serta  peningkatan  kualifikasi  tenaga | Tenaga Kependidikan;
kependidikan dan dosen ke jenjang
pendidikan S1, S2 dan S3;
Peningkatan akreditasi pendidikan; Program Pengembangan Unggulan Mutu
Pendidikan
Program peningkatan pemanfaatan
teknologi komputer pendidikan
Meningkatkan pembinaan dan peningkatan | Program Pengembangan Keserasian Pemuda dan Dinas Pemuda
peran lembaga pemuda dan olahraga Kebijakan Pemuda dan Olahraga Olahraga dan Olahraga
melalui keterlibatan dalam proses
pembangunan;
Meningkatkan kualitas, kompetensi, Program Pembinaan Olahraga Prestasi
profesionalisme atlit dan pelatih melalui
pembinaan dan kompetisi secara
berjenjang;
Meningkatkan pembangunan sarana dan Program Peningkatan Sarana dan
prasarana di bidang olahraga dan Prasarana Olahraga
kepemudaan. Progrpam Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Meningkatkan upaya perlindungan dan Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas
pengawasan bagi tenaga kerja; Tenaga Kerja Nakertras
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SKPD
Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
Jawab
Meningkatkan ketrampilan dan kedisiplinan | Program peningkatan kualitas dan
tenaga kerja, standarisasi dan sertifikasi produktifitas tenaga kerja;
serta penghargaan bagi tenaga kerja; Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan | Program Pembinaan dan Pengembangan
memfasilitasi perluasan jejaring kerjasama Lembaga Ketenagakerjaan;
dengan pihak terkait dalam rangka
penyerapan tenaga kerja.
Meningkatkan sarana dan prasarana Program Pengembangan Perpustakaan Perpustakaan dan Badan
Perpustakaan dan Kearsipan; Kearsipan Perpustakaan
dan Arsip
Meningkatkan budaya dan minat membaca | Program Pengembangan Budaya Baca
masyarkat memanfaatkan Perpustakaan;
Meningkatkan pelayanan dan kapasitas Program Maluku Utara Membaca
Perpustakaan di tingkat
desalkel./kec./kab./kota.
Peningkatan sarana dan mutu pendidikan Program pembinaan pendidikan luar
Khusus; sekolah Pendidikan Dinas
Pendidikan
Peningkatan sarana dan mutu pendidikan Program Pendidikan Luar Biasa
luar biasa; (Disabhilitas)
Peningkatan kesadaran minat baca tulis dan | Program Pendidikan Non Formal,
kejar paket A,B, dan C;
Peningkatan akses pendidikan pada daerah | Program Manajemen Pelayanan
terpencil dan terisolir; Pendidikan
Peningkatan koordinasi dan kerjasama
antar pemangku kepentingan di bidang
pendidikan.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas Program Keluarga Berencana dan Keluarga BP3AKB
peserta KB melalui promosi, peningkatan Sejahtera Berencana
kesadaran dan penyediaan media KB;
Meningkatkan jejaring kerjasama serta
meningkatkan peran pemangku
kepentingan bidang kependudukan
Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan | Program Peningkatan Kualitas Hidup Pemberdavaan
ketrampilan bagi perempuan dalam Perempuan y
X Perempuan dan
berwirausaha Perlindungan Anak
Meningkatkan peran perempuan dalam Program Peningkatan Peran Serta dan 9
pembangunan Kesetaraan gender dalam pembangunan;
Mencegah terjadinya praktek perdagangan Program Peningkatan Perlindungan
anak dan perempuan (trafficking) dan dari Perempuan dan anak
kekerasan dan pornografi;
Mewujudkan Pengarustamaan gender Program Penguatan Kelembagaan
melalui penguatan data terpilah, Pengarusutamaan Gender
perencanaan pembangunan yang responsif
gender dan anggaran responsif gender
Mewujudkan Pengarustamaan Hak-hak Program Penguatan Pengarusutamaan
Anak (PUHA) melalui pengembangan Hak-Hak Anak
Kabupaten / Kota Layak Anak serta
pengembangan forum anak secara
berjenjang;
Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Sosial Dinas Sosial

pemberdayaan serta jaminan perlindungan
sosial terhadap Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya

Program Penanggulangan Korban Bencana

Program Penyediaan Sarana dan
Prasarana Panti Sosial
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Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
Jawab

Meningkatkan pembinaan peran Lembaga Program Pemberdayaan Kelembagaan
Sosial; Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi
penanggulangan kemiskinan berbasis Kesejahteraan Sosial
individu/keluarga, komunitas,
pemberdayaan ekonomi serta koordinasi
lintas sektor dan dunia usaha;
Meningkatkan profesionalisme, fasilitas Program Peningkatan kualitas tenaga Sosial Dinas Sosial
operasional dan kesejahteraan tenaga kesejahteraan sosial
kesejahteraan sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Program Peningkatan kualitas tenaga

kesejahteraan social
Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Program Pengembangan Lingkungan Kesehatan Dinas
Sehat (PHBS) dan kebersihan/kesehatan Sehat; Kesehatan,
lingkungan; RSUD Dr.
Meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat;, | Pembinaan dan Pengendalian Gizi Chasan

Masyarakat; Boesoeri

Meningkatkan upaya pencegahan,
pemberantasan dan pengendalian penyakit
menular dan tidak menular;

Program Pengendalian Penyakit;

Meningkatkan kualitas pelayanan jaminan
kesehatan masyarakat dan masyarakat
miskin;

Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

Meningkatkan akses informasi dan promosi
kesehatan;

Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat;

Program Pengolahan data dan informasi
Kesehatan;

Meningkatkan kuantitas dan kualitas bidan,
perawat, dokter, dokter spesialis, dan
tenaga kesehatan lainnya;

Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur Kesehatan;

Meningkatkan ketersediaan sarana dan
prasarana kesehatan di Puskesmas/Pustu
dan Rumah Sakit;

Program Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Rumah Sakit

Menigkatkan Kualitas pelayanan di
Puskesmas/Pustu dan Rumah Sakit sesuai
SOP,serta mewujudkan sistem rujukan
pelayanan kesehatan dan penunjangnya;

Program Pengadaan, Peningkatan sarana
dan Prasarana RS/RSJiwa/RS Paru-
Paru/RS Mata

Program Pemeliharaan sarana dan
Prasarana RS/RSJiwa/RS Paru-Paru/RS
Mata

Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Rumah Sakit;

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
ibu dan anak

Program Kesehatan Ibu dan Anak

Meningkatkan ketersediaan obat dan
perbekalan kesehata

Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan(Program Perbekalan Farmasi,
Obat, Bahan dan Alat Medis habis Pakai).;

Misi Kedua, Mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunan ekonomi secara adil dan merata serta

peningkatan nilai tambah produksi melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan (Misi Indah);
Meningkatkan upaya penciptaan Iklim Program Penerapan Pelayanan Terpadu Penanamana BPMP
Usaha yang Kondusif melalui perbaikan Satu Pintu Modal dan
kepastian hukum dan penyederhanaan Investasi

prosedur;

Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi;
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Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
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Meningkatkan investasi melalui promosi Program Pengembangan Kawasan
potensi daerah dan kerjasama Khusus
perdagangan; Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi;
Meningkatkan kinerja sumber daya petani, Program Pengembangan usaha Pertanian dan Dinas
pelaku usaha dan aparatur kelembagaan Pertanian; Ketahanan Pangan | Pertanian dan
pertanian, perkebunan dan peternakan; Program Pemberdayaan Penyuluh Ketahanan
Pertanian/Perkebunan Lapangan; Pangan,
Program Pengembangan Sarana BKP3K

Prasarana Penyuluhan;

Meningkatkan hasil produksi dan
produktivitas komidi unggulan pertanian,
perkebunan dan peternakan serta
Mengendalikan gangguan hama dan
penyakit tanaman, dan ternak;

Program Peningkatan Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan;

Meningkatkan usaha dan sarana prasarana
pengolahan serta pemasaran produk
pertanian, perkebunan dan peternakan;

Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan,;

Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit tanaman dan
ternak

Meningkatkan distribusi dan tataniaga hasil
produksi serta akses pangan masyarakat;

Program Pengembangan Agribisnis;

Meningkatkan diversifikasi,
penganekaragaman dan keamanan
konsumsi pangan;

Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani;

Meningkatkan intervensi penanganan
daerah rawan pangan;

Meningkatkan upaya ketersediaan dan
penguatan stok cadangan pangan;

Program Diversifikasi Ketahanan Pangan
Masyarakat

Mencetak lahan sawah baru untuk
mencapai lahan pertanian berkelanjutan;

Program Peningkatan Infrastruktur
Pertanian

Memberikan pelatihan bagi SDM Kelautan,
mengoptimalisasi produksi perikanan
tangkap dan pengembangan kawasan
perikanan budidaya;

Program Pengembangan Perikanan
Tangkap

Program Peningkatan Produksi Perikanan
Budidaya

Meningkatkan industri pengolahan produk
kelautan dan perikanan;

Program Pengembangan Perikanan
Tangkap;

Meningkatkan standar laboratorium uji hasil
kelautan dan perikanan;

Program Peningkatan Daya Saing roduk
Perikanan

Meningkatkan kerjasama dan promosi hasil
kelautan dan perikanan.

Program Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan

Meningkatkan sarana dan prasarana
kelautan dan perikanan;

Program Pengembangan Sarana dan
Prasarana Penyuluh

Kelautan dan
Perikanan

Dinas Kelautan
dan Perikanan
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Meningkatkan kompetensi SDM Nelayan,
penyuluh/petugas dan kelembagaan.

Program pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir

Program Pengelolaan Sumbedaya Laut,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dinas Kelautan
dan Perikanan

Mengembangkan Kawasan Andalan,
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai
dan kawasan strategis maupun mendorong
pembentukan pusat pertumbuhan baru
lainnya.

Program Pengembangan Kawasan
Khusus

Penanaman Modal
dan Investasi

BPMP

Meningkatkan pembinaan, dukungan akses

Program penciptaan Iklim Usaha bagi

Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi

terhadap modal dan pasar serta UMKM yang kondusif; dan UKM
perlindungan bagi koperasi dan UMKM,;
Meningkatkan kualitas SDM dan produk, Program Pengembangan Kewirausahan
akses teknologi dan pasar bagi koperasi dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
dan UMKM,; Menengah;
Memantapkan dan menumbuhkan Program Peningkatan Sarana dan
semangat kewirausahaan; Prasarana Koperasi dan UKM.
Meningkatkan perhatian dan partisipasi Program Peningkatan Kualitas
lembaga keuangan non Perbankan Kelembagaan Koperasi;
terhadap koperasi dan UMKM;
Meningkatkan kinerja dan Daya Saing Program Pengembangan Sistem
Perusda Kie Raha Mandiri. Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah;
Meningkatkan Penyerapan tenaga kerja Program Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas
pada sektor pertanian, industri, Tenaga Kerja Nakertrans
perdagangan dan jasa melalui penyediaan
lapangan pekerjaan dan kerjasama dengan
pihak swasta;
Meningkatkan kualitas hubungan industrial | Program peningkatan kualitas dan
antara penyedia lapangan pekerjaan produktifitas tenaga kerja;
dengan pekerja; Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
Meningkatkan dan menyesuaikan Upah Program Pembinaan dan Pengembangan
Minimum Provinsi dan meningkatkan Lembaga Ketenagakerjaan;
pengawasan terhadap pelaksanaan
penerapan Upah Provinsi
Melaksanakan penumbuhan industri, Program Peningkatan Kemampuan Perindustrian Dinas
meningkatkan pengetahuan dan Teknologi Industri Perindustrian
keterampilan pelaku usaha industri serta dan
penguasaan kemampuan teknologi dan Perdagangan

peralatan industri;

Meningkatkan kemampuan permodalan dan
menerapkan SNI, good manufacturing
practices (GMP), Hazard Analysis and
Critical Control Points (HACCP), GKM dan
ISO;

Program peningkatan Kapasitas Iptek
Sistem Produksi

Pengembangan wadah dan kelembagaan
kemitraan;

Program Pengembangan Sentra-sentra
industri potensial;

Peningkatan promosi dan pemasaran
produk industri;

Program Pengembangan Kerajinan
Potensial Daerah

Peningkatan pengendalian usaha industri.

Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah;

Program Penataan Struktur dan
Pengendalian Industri
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Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
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Peningkatan distribusi barang kebutuhan Program Peningkatan Efisiensi
pokok masyarakat dan barang strategis Perdagangan Dalam Negeri. Perdagangan Dinas
serta menata distribusi barang yang efektif Perindustrian
dan efisien; dan
Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Luar Negeri.
Peningkatan perdagangan ekspor dan Program Peningkatan Kerjasama
pengembangan pasar luar negeri; Perdagangan Internasional;
Peningkatan pengembangan dan Program Peningkatan Sarana dan
perlindungan sarana dan prasarana pasar Prasarana Perdagangan
tradisional;
Program Pembinaan pedagang kaki lima
dan asongan
Meningkatkan kualitas dan tertib usaha Program Perlindungan Konsumen dan
serta tertib tera dan tera ulang, monitoring, pengamanan perdagangan
pengembangan laboratorium dan
pengembangan kapasitas SDM
pengawasan;
Meningkatkan pelaksanaan pengujian dan Program Peningkatan dan Pengembangan
sertifikasi produk/komoditi; Ekspor
Meningkatkan upaya kerjasama bidang Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Dinas
ketransmigrasiaan serta meningkatkan Transmigrasi Nakertrans
kapasitas transmigran;
Meningkatkan penataan kependudukan, Program Peningkatan Pendataan dan
terutama persebaran baik di dalam maupun | persebaran Penduduk *
luar wilayah Provinsi Maluku Utara.
Menyiapkan dokumen perencanaan yang Program perencanaan dan sinkronisasi Kebudayaan dan Dinas
berkualitas dengan database Pariwisata budpar , Ekonomi kreatif Pariwisata Kebudayaan
berbasis Geospasial yang akurat dan Pariwisata
Peningkatan kompetensi, kualitas, Program peningkatan SDM
kreatifitas dan standar SDM, inovasi produk, | &Kelembagaan Budpar , Ekonomi Kreatif
standar usaha dan sinergitas kelembagaan;
Mengembangkan pengelolaan keragaman Program Pengelolaan dan
budaya pengembangan keragaman budaya
Mengembangkan promosi kebudayaan, Program pengembangan , promosi
pariwisata dan ekonomi kreatif kebudayaan ,pariwisata dan ekonomi
kreatif
Mengembangkan prasarana dan sarana Program pengembangan prasarana dan
kebudayaan sarana kebudayaan
Peningkatan daya saing daerah tujuan Program pengembangan daya saing dan
wisata, sinergitas pemasaran pariwisata destinasi pariwisata
antara pemerintah dengan dunia usaha
yang berkelanjutan;
Memberdayakan masyatakat di sekitar Program Pemanfaatan Potensi Sumber Kehutanan Dinas
hutan termasuk masyarakat sekitar Daya Hutan Kehutanan

kawasan lindung;

Mengembangkan aneka usaha non kayu
serta usaha ekonomi produktif lainnya di
sekitar hutan;

Program perencanaan dan
pengembangan hutan

Revitalisasi pelayanan perizinan kehutanan
melalui pelayanan terpadu dan
pengembangan sertifikasi hasil hutan;

Program pembinaan dan penertiban
industri hasil hutan
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Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
Jawab
Penegakan hukum dan pengamanan Perlindungan dan konservasi sumber daya
kawasan hutan secara konsisten. hutan
' Pengembangan Hutan
SKPD
Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
Jawab
Misi Ketiga, Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah (Misi Nikmat);
Menyusun dokumen Renstra dan Renja ProgramPerencanaan dan Pekerjaan Umum Dinas
sinkronisasi ke-PU-an Pekerjaan
Menyiapkan dokumen perencanaan yang Umum
berkualitas dengan database berbasis
Geospasial yang akurat sebelum
pelaksanaan pekerjaan fisik
Menyusun dokumen pengawasan yang Program Penyelenggaraan
berkualitas dan dokumen pemantauan / Pengawasan dan Pemantauan
evaluasi berbasis Geospasial
Menyediakan lahan bagi pembangunan Program Pengadaan Tanah Dinas
untuk kepentingan umum Pekerjaan
Umum, Dinas
Perhubungan,
Dinas ESDM
Menyediakan alat berat dan sarana Program penyediaan sarana ke-PU-an
laboratorium konstruksi
Meningkatkan konservasi sumber daya air, Program konservasi, penyediaan dan
dan pendayagunaan sumber daya air; pengelolaan air baku serta sumber daya
air
Peningkatan kapasitas, sarana dan Program pengembangan dan pengelolaan
prasarana irigasi melalui operasi jaringan irigasi serta jaringan pengairan
pemeliharaan, rehabilitasi dan lainnya
pembangunan jaringan irigasi dan jaringan
pengairan lainnya;
Meningkatkan Pembangunan penahan Program pengendalian daya rusak air
ombak/talud/bronjong pada wilayah yang
rawan terhadap daya rusak air;
Akselerasi pembangunan jaringan jalan dan | Program pembangunan dan peningkatan
jembatan untuk menunjang aktifitas pada jalan dan jembatan
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Program pemeliharaan jalan dan jembatan
Meningkatan penyediaan air minum melalui | Program peningkatan pelayanan air
pengembangan jaringan perpipaan / non minum
perpipaan
peningkatan cakupan pelayanan air Program peningkatan pelayanan sanitasi
limbahdomestik, layanan persampahan
dan ketersediaan drainase perkotaan
Penataan kawasan dan lingkungan Program penataan kawasan dan
permukiman kumuh perkotaan pengembangan permukiman
Pembangunan serta perawatan gedung dan | Program Pengembangan Bangunan
fasilitas umum Gedung
Meningkatan kualitas penyelenggaraan jasa | Program pembinaan jasa konstruksi
konstruksi
Menyiapkan dokumen perencanaan yang Program perencanaan dan sinkronisasi
berkualitas dengan database perhubungan Dinas
Perhubunganda?n Kominfo berbasis Perhubungan Perhubungan
Geospasial yang akurat dan kominfo

Meningkatkan sarana dan prasarana
perhubungan darat, laut dan udara;
Mengembangkan konektivitas transportasi
wilayah

Program Pembangunan/ rehabilitasi
prasarana dan sarana perhubungan
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Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
Jawab
Meningkatkan Pengawasan Standar Program pengawasan dan pengendalian
Pelayanan Perhubungan serta keamanan transportasi
dan keselamatan transportasi; Program peningkatan pelayanan
transportasi
Menyiapkan dokumen perencanaan yang Program Perencanaan dan Sinkronisasi Energi dan Sumber | Dinas Energi
berkualitas dengan database ESDM ESDM Daya Mineral dan Sumber
berbasis Geospasial yang akurat Daya Mineral
Meningkatkan pembangunan jaringan supply | Program Pemanfaatan energi serta
dan distribusi energi dan ketenagalistrikan; Pembinaan dan Pengembangan
ketenagalistrikan;
Meningkatkan pembinaan dan Program pembinaan dan pengembangan
pengembangan geologi geologi dan mitigasi bencana
Mengembangkan pengelolaan energi Program pengembangan panas bumi
PLTS/PLTA/PLTMH/PLTPB dan energi baru | serta energi baru dan terbarukan
terbarukan lainnya;
Mendorong penciptaan iklim investasi yang Program Pengembangan Investasi
kondusif dan percepatan pengelolaan sumberdaya mineral dan migas
potensi minyak bumi dan sumber daya
mineral lainnya.
Meningkatkan kualitas dan layanan jaringan | Program pengembangan Sarana dan Perhubungan dan Dinas
internet, telpon seluler serta prasarana / Prasarana komunikasi dan informatika Infokom Perhubungan
sarana komunikasi dan informatika lainnya dan Infokom
Meningkatkan peran kelembagaan, kualitas | Program pengembangan dan
SDM dan pemanfaatan teknologi komunikasi | pemanfaatan teknologi, komunikasi dan
dan informatika informatika
pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Program Pengembangan Perumahan dan Perumahan Dinas PU
(PSU) permukiman; kawasan permukiman
Peningkatan kualitas perumahan bagi
masyarakat MBR
Peningkatan perencanaan rinci tata ruang Program Penyelenggaraan Penataan Penataan Ruang Dinas PU
kab. / kota Ruang
Peningkatan koordinasi dan SDM / aparatur Penataan Ruang Dinas PU
pengendalian tata ruang
Meningkatkan koordinasi dan kapasitas Penataan Ruang Bappeda
penyelenggaraan / kelembagaan penataan
ruang daerah
Evaluasi ketaatan tata ruang Penataan Ruang Bappeda
Penyusunan rencana rinci tata ruang Penataan Ruang Bappeda
provinsi.
Menyiapkan dokumen perencanaan yang Program Perencanaan dan Sinkronisasi Lingkungan Hidup BLH
berkualitas dengan databaseBLH LH
berbasis Geospasial yang akurat
Pengembangan kompetensi SDM Program pengembangan aparatur / SDM
lingkungan hidup melalui pendidikan teknis lingkungan hidup
dan sertifikasi
Meningkatkan pelayanan laboratorium LH Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Melaksanakan pembinaan / pemberdayaan Program Pembinaan dan pengembangan
dan pengembangan data/informasi LH data /informasi lingkungan hidup
melalui penyusunan SLHD, studi kualitas
perairan dan potensi air tanah
Pengawasan melalui monitoring, evaluasi Program pengendalian dan evaluasi
RKL dan RPL, RAD-GRK, sanitasi, status pengelolaan lingkungan hidup
mutu air / kualitas udara serta penaatan
hukum
Melaksanakan koordinasi dan penguatan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD
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Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
Jawab
mitigasi bencana melalui kesiapsiagaan/pra, | Program kedaruratan dan Logistik
tanggap darurat dan pasca bencana; Kebencaan
Program rekonstruksi dan rehabilitasi
bencana.
Menyediakan sarana dan prasarana Program pembinaan dan penyediaan
penanggulangan bencana. prasarana penanggulangan bencana
SKPD
Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
Jawab

Misi Keempat, Membangun kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi inspi

kehidupan masyarakat Maluku Utara (Misi Tagwa);

rasi bagi kebangkitan d

i seluruh sektor

Meningkatkan suasana kehidupan
keagamaan yang rukun, aman dan damai
serta memberikan pemahaman dan
pengamalan agama dalam kehidupan
masyarakat;

Meningkatkan peran dan fungsi pembinaan
lembaga keagamaan, kemasyarakatan,
kepemudaan dan kaum perempuan;

Meningkatkan penyediaan sarana dan
prasarana rumah ibadah dan sarana sosial
lainnya;

Program Peningkatan Palayanan
Kehidupan Beragama.

Meningkatkan koordinasi, pelayanan dan
fasilitas pelaksanaan ibadah haji dari
pemberangkatan hingga pemulangan (dari
dan ke embarkasi).

Program Pelayanan Ibadah Haji

Keagamaan dan
Kesra

Biro Kesra

Biro Kesra,
Dinas Sosial

Meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan
kesadaran masyarakat melalui sosialisasi
pencegahan terjadinya konflik;

Program pendidikan politik masyarakat

Meningkatkan pelaksanaan penguatan dan
kesadaran kehidupan berbangsa dan
bernegara.

Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan

Kesatatuan Bangsa
dan Politik

Badan
Kesbangpol

Meningkatkan pembangunan sarana dan
prasarana pendidikan agama sesuai
dengan kebutuhan masyarakat;

Pengembangan Muatan Lokal

Meningkatkan kompetensi tenaga pembina
keagamaan melalui pembinaan, pedidikan
dan pelatihan.

Program Pembinaan Tenaga
Keagamaan

Mengelola potensi dan pelestarian
keragaman dan kekayaan budaya daerah
secara baik dan efektif;

Program Pengembangan Seni dan
Budaya dan Tradisi daerah.

Meningkatkan pengetahuan, pemahaman
dan rasa cinta masyarakat terhadap bahasa
dan sastra daerah,

Program Pengembangan Pengelolaan
Keragaman Budaya;

Meningkatkan pemanfaatan dan
pengenalan nilai-nilai tradisional,
peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan
dan museum bagi pengembangan budaya
daerah,

Pengembangan Promosi Seni dan
Budaya dan Tradisi daerah.

Kebudayaan

Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan,
Dinas
Pendidikan
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SKPD
Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
Jawab
Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan | Program pengembangan kerjasama
atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pengelolaan kekayaan budaya
dalam bidang seni dan budaya melalui
identifikasi, dokumentasi dan perlindungan;
Meningkatkan apresiasi dan kepedulian Program Pengelolaan Nilai - Nilai
seni budaya di kalangan pemerintah, Kebudayaan
masyarakat dan swasta.
SKPD
Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
Jawab

Misi Kelima, Memperbaiki Tatakelola Pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani dan berwibawa

(Misi Aman).

Mengembangkan dan menyesuaikan
struktur Organiasi Perangkat Daerah (OPD)
yang proporsional sesuai kebutuhan;

Program Penataan Kelembagaan

Mewujudkan pelayanan publik yang prima
di lingkup pemerintahan daerah dan

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian, Dan

Biro Organisasi

mewujudkan E-Goverment; Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persandian

Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi
Meningkatkan penataan dan pengelolaan Program Pengembangan Pengadaan Biro
keuangan daerah serta penertiban aset- Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik Administrasi
aset daerah; Pembangunan
Meningkatkan kompetensi SDM dan Program Penataan Administrasi
Kelembagaan Pengadaan Barang dan jasa; | Pembangunan
Meningkatkan ekstensifikasi dan Progam Peningkatan Dan Dispenda
intensifikasi potensi penerimaan daerah; Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Pemerintahan Daerah
Meningkatkan penyusunan dan Program Pembentukan Penataan Biro Hukum
penyelarasan produk hukum daerah Peraturan Perundang-undangan Satpol PP
(Perda/Pergub) untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan;
Meningkatkan pemahaman masyarakat Program Peningkatan dan
tentang peratuan hukum dan HAM melalui Pengembangan Pengelolaan Hukum
sosialisasi dan media informasi lainnya; dan Hak Asasi Manusia;

Program Penegakan Perda Dan

Peraturan Gubernur
Meningkatkan pengetahuan dan Program peningkatan kapasitas BKD, Badan
keterampilan aparatur berbasis sumberdaya aparatur; Diklat,
kompetensi; Program Pendidikan Kedinasan

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur
Meningkatkan dan pemeliharaan sarana Program Peningkatan Sarana .
prasarana untuk menunjang kinerja aparat; | Prasarana Aparatur; Biro Umum,

Seluruh SKPD
mgggqgiaggfgpgigﬁfgz?bgz:;gt;rg;;n dan | Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kepegawaian BKD, SKPD
' Program Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur/ Pegawai ASN BKD,

Program penataan pengembangan karir

Pegawai ASN

Program Peningkatan Kesejahteraan

pegawai ASN

Program Penataan Kompetensi

pegawai ASN

Program Kesektariatan KORPRI Sekretariat

KORPRI
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SKPD
Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
Jawab
Mewujudkan pelayanan perijinan dalam Program Penerapan PTSP BKPM, Biro
sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Organisasi

(PTSP);

Meningkatkan penggunaan Teknologi

Program Pengembangan Komunikasi

Biro Protokoler

Informasi Komunikas dalam pelayanan Informasi dan Media Masa; dan Humas
publik;
Meningkatkan tertib administrasi Program Penataan Penguasaan, Biro
pertanahan milik Pemerintah Daerah, Pemilikan, Penggunaan dan Pemerintahan
koordinasi dan fasilitasi sertifikasi Pemanafaatan tanah, Umum
kepemilikan lahan masyarakat serta Program Fasilitasi Penataan Batas
pengadaan tanah bagi pembangunan dan Wilayah
kepentingan umum;
Meningkatkan pembinaan tramtibmas, PROGRAM PENINGKATAN Badan Satpol
satuan perlindungan masyarakat, dan unsur | KEAMANAN DAN KENYAMANAN PP
rakyat terlatih lainnya; LINGKUNGAN
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak criminal
Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah Program Tanggap Darurat BPBD
dan masyarakat terkait bencana dan
Penyediaan Dana On Call (Dana Tanggap
Darurat).
Meningkatkan semangat Nasionalisme dan | Program Pengembangan Budaya Otonomi Daerah, Badan
memperkokoh NKRI; Demokratsi dan Wawasan Kebangsaan; | pemerintahan Umum, Kesbangpol
Administrasi
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Program Pengkajian Strategi di Bidang geuangkam Baeraﬂ,
penguatan partai politik dalam Politik dan Keamanan; erangkat Daerah,
pembangunan politik dan pelaksanaan Program Pendidikan Politik Masyarakat; Kepegawalan, Dan
Pemily; Persandian
Memfasilitasi dan meningkatkan peran dan | Program Pencegahan dan
fungsi komunitas Intelejen Daerah Penanggulangan Konflik;
(KOMINDA);
Meningkatkan keterlibatan kelembagaan Program Peningkatan Sarana dan BPMD
masyarakat dalam pembangunan; Prasarana Pemerintahan Desa;
Mengimplementasikan undang-undang Program Peningkatan Partisipasi
desa dan mewujudkan/memfasilitasi desa Masyarakat Dalam Pembangunan
membangun.
Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan Progam Peningkatan Dan Biro
kerjasama antara pemerintah, masyarakat | Pengembangan Pengelolaan Otonomi Pemerintahan
dan swasta; Daerah Dan Kepemerintahaan Umum Umum
Program peningkatan kapasitas SETWAN
lembaga perwakilan rakyat daerah
Program peningkatan pelayanan SETDA
kedinasan kepala daerah/ wakil kepala
daerah
Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Program peningkatan kapasitas Perencanaan BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur | kelembagaan perencanaan Pembangunan
Perencana; pembangunan daerah Daerah

Meningkatkan sinergi perencanaan dan
penganggaran pembangunan antara pusat
dan daerah serta wilayah lainnya serta
peran serta pemangku kepentingan dalam
perencanaan pembangunan dan
mewujudkan E-Planning;

Program Perencanaan Pembangunan
Daerah

Meningkatkan pengendalian dan evaluasi
dokumen perencanaan dan penganggaran

Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
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SKPD
Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
Jawab
pembangunan; Program Perencanaan Pembangunan
Fisik dan Prasarana
Program Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya
Mewujudkan kerjasama pembangunan dan | Program Pengembangan Wilayah
Pengembangan Wilayah; Perbatasan,;
Program Kerjasama Pembangunan;
Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
Melaksanakan penyiapan dan penguatan Program Pengembangan Data dan
forum data dan informasi perencanaan Informasi;
pembangunan;
Melaksanakan Perencanaan berbasis Program Penelitian Dan Otonomi Daerah, BALITBANGDA,
penilitian/riset Pengembangan limu Pengetahuan Pemerintahan Umum, | BAPPEDA
Program Penyebarluasan dan Administrasi
Pemanfaatan Iptek; Keuangan Daerah,
Program Difusi dan Penyebarluasan | Perangkat Daerah,
Iptek; Kepegawaian, Dan
Penguatan Kelembagaan dan Persandian
Pengembangan Sistem Informasi;
Meningkatan penataan dan pengelolaan Program Peningkatan dan BPKAD

keuangan daerah dan aset daerah secara
baik dan akuntabel sesuai peratutan
perundang-undangan;

Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan

Meningkatkan pembinaan aparatur
desa/kelurahan;

Meningkatkan kualitas SDM pengelola
kearsipan daerah, sarana dan prasarana
kearsipan yang berbasis elektronik

Biro Organisasi,

SKPD

keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Inspektorat
Sumberdaya Pemeriksa dan
Pengawasan
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Program Pelayanan Administrasi Seluruh SKPD
Perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas BPMD
Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan;
Program perbaikan dan pengembangan Perpustakaan dan Badan
sistem administrasi kearsipan Kearsipan Kearsipan dan

Perpustakaan
Program penyelamatan dan pelestarian Daerah

dokumen/arsip daerah

Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi dan dokumentasi
daerah
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Tabel 7.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2014 - 2019
. . Kondisi awal Kondisi Akhir
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran RPIMD 2015 2016 2017 2018 2019 RPJIMD (2019)
VISI : Maluku Utara CINTA 2019
Misi Pertama, Membangun Masyarakat Maluku Utara yang berkualitas dan mandiri (Misi Cerdas);

1 Meningkatkan Kualitas | Meningkatnya SDM APM SD 95,46 95,977 96,494 97,011 97,528 98,045 98,045
SDM, sarana dan yang berkualitas; APM SMP 706 719 732 744 757 770 77,00
prasarana pendidikan;

APM SMA 59,21 61,08 62,95 64,82 66,69 68,56 68,56
Angka Melek Huruf 96,43 96,91 97,15 97,39 97,63 97,93 97,93
(Persen)
Indeks Pembangunan 70,63 71,15 71,67 72,19 72,71 73,23 73,23
Manusia (IPM)

Meningkatnya sarana Angka Rata-rata lama 8,71 8,81 8,86 9,00 9,10 9,20 9,20

dan prasarana di semua | Sekolah (persen)

Jemzn(?kda” Jenis Rasio Guru/Murid SD 12,36 Naik (merata) Naik (merata) Naik (merata) Naik (merata) Naik (merata) 32 (merata)

pendidikan;
Rasio Guru/Murid SMP 13,89 1 Guru 1l MP
Rasio Guru/Murid SMA 15,2 1 Guru 1l MP

2| Mewujudkan Terwujudnya derajat Desa UCI 73,2% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
Masyarakat yang kesehatan masyarakat
Sehat, Mandiri dan yang setinggi-tingginya, Usia Harapan Hidup 66,97 68,87 70,77 72,67 74,57 76,47 76,47
Berkeadilan mandiri dan berkeadilan *

Jumlah Kematian Ibu 387/100'900 KH 340 300 250 200 160 160/100.000 KH
(Data Dinkes)
Jumlah Kematian Bayi 62/1.000 KH 50 40 30 20 10 10/ 1.000 KH
Prevalensi TB 142’7;131&0.000 140 137 134 131 128 128/100.000 Pd
Malaria (API) 4.3/1.000 pddk 3.8 3.2 2.8 1.8 1/1.000 Pddk 1/1.000 Pddk
g"f”'”gkatka” PHES pada 15% 30% 45% 60% 75% 80% 80%
Meningkatnya kualitas PKM Rawat Inap PONED
pelayanan kesehatan 55% 63 70 77 85 100 100%
dasar dan |anjutan yang RS Kab./Kota PONEK
mendukung pelayanan ’ 33% 40 55 65 85 100 100%
kesehatan di -
kabupaten/kota. Rasio Dokter 12,6/100.000 24 24/100.000
Umum/Penduduk Pddk Pddk
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. . Kondisi awal Kondisi Akhir
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran RPIMD 2015 2016 2017 2018 2019 RPJIMD (2019)
Misi Kedua, Mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunan ekonomi secara adil dan merata serta peningkatan nilai tambah produksi melalui pemanfaatan sumber daya

alam

(SDA) secara berkelanjutan (Misi Indah);

1 Memperluas kegiatan Terlaksananya kegiatan
usaha barang dan jasa | usaha barang dan jasa Volume Ekspor (kg) 19.486.759.613 25.240.876.865 28.117.935.490 30.994.994.116 33.872.052.742 36.749.111.368 36.749.111.368
secara efisien serta secara efisien serta
mewujudkan Terwujudnya industri . .
swasembada pangan yang berbasis sumber Laju Inflasi (Persen) 9,78 5,32 470 4,20 3,80 3,21 3,21
dan industry yang daya alam;
berbasis SDA; Tercapainya usaha Nilai Tukar Petani (NTP) 100,59 102,61 103,62 104,63 105,64 106,65 106,65
pertanian yang mampu Jumlah Produksi Perikanan
mewujudkan Laut dan Perikanan Darat 99.264,99 131.851,00 148.144,00 164.436,00 180.729,00 197.022,00 197.022,00
swasembada pangan; (Ton)
Luas Area Fungsional 24,86 % (ada di 0 0 0 0 0 0
Daerah lrigasi table bab VIl PU) 29,86 % 34,86 % 39,86 % 44,86 % 49,86 % 49,86 %
Pertumbuhan PDRB
(Persen) 6,12 6,6 6,8 7,00 72 75 75
2 Meningkatkan Terwujudnya
penghasilan kemudahan bagi Lo
masyarakat dan masyarakat dalam Jumlah Bank 1°°K:’;'}Kd0"’;2 10 103 105 107 110 112 112
lapangan kerja; mengakses sumber
pendanaan dan pasar;
Meningkatnya lapangan Tingkat Pengangguran 5,51 5,05 4,82 4,59 4,36 4,13 413
kerja yang berpihak SRR Pe
pada tenaga kerja lokal erkapita Atas Dasar
dan membaiknya Harga Konstan (Juta rupiah) 3.280 3.448 3532 3.636 3.701 3.785 3.785
pendapatan per kapita. Persentase Penduduk 764 6,24 5,54 4,84 4,14 3,44 344
Miskin ' !
3 Mewujudkan kualitas Terwujudnya lingkungan
lingkungan hidup yang | hidup yang Luas Hutan Suaka alam dan 285,300 318,671 352,042 385,413 418,784 418,784
berkelanjutan. berkesinambungan dan pelestarian alam (Ha) 218,557.00
berkualitas.
Misi Ketiga, Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah (Misi Nikmat);
1 Meningkatkan Terlaksananya Jumlah Kawasan Strategis
pelayanan sistem Perjgembangan Provinsi / KSP yang terakses 5KSP 7KSP KSP KSP 10 KSP KSP
jaringan jalan Jaringan Jalan yang dengan kendaraan roda S 6 KSP S 8KS 9KS 0KS 6 KS

menjangkau Kawasan
Strategis Provinsi (KSP)

empat
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. . Kondisi awal Kondisi Akhir
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran RPIMD 2015 2016 2017 2018 2019 RPJIMD (2019)
Jumlah KSP yang terisolasi / 5KSP 6 KSP 7KSP 8KSP 9KSP 10 KSP 6 KSP
terpencil yang terakses
kendaraan roda empat
Jumlah simpul interkoneksi
sistem jaringan jalan yang 14 simpul 15 Simpul 16 Simpul 17 Simpul 18 Simpul 19 Simpul 19 Simpul
terakses kendaraan roda
empat
2 Meningkatkan Terlaksanannya Jumlah Sumber air baku yang
Konservasi dan Pemanfaat dan terbangun, terjaga 0 Lokasi 2 Lokasi 4 Lokasi 6 Lokasi 8 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi
Pemanfaatan SD Air, Pengelolaan Sarana dan | kelestariannya dan yang
serta Pengendalian Prasarana SDA direhabilitasi
Daya Rusak Air
aya Rusak A Terlindunginya wilayah Pengamanan Pantai dan
permukiman dari daya penanganan sungai 37 Lokasi 47 Lokasi 57 Lokasi 67 Lokasi 87 Lokasi 97 Lokasi 97 Lokasi
rusak air berpotensi banjir
3 Meningkatkan Kualitas | Mewujudkan Sistem Jumlah Terminal Penumpang; 22 23 24 25 26 27 27
Pelayanan jasa Transportasi Wilayah Jumiah Pelabuhan
Transportasi 2 1
p Penyebrangan/Ferry 2z 28 9 %0 3 32 32
Jumlah Pelabuhan Laut 32 34 36 38 40 42 42
Jumlah Bandara 11 11 11 12 12 13 13
Jumlah Dokumen 6 10 10 10 10 10 50
Perencanaan Teknis
4 Meningkatkan Sarana | Meningkatnya ) 59.50
dan Prasarana Pelayanan Air Minum Cgkupan pelayanan air 57.40% 58.50 59.50 60.50 61.50 61.50
Perkotaan dan dan Akses Terhadap minum
Perdesaan Sanitasi Layak Cakupan pelayanan Sanitani 57.35% 59.85 60.85 6185 62.65 63.65 63.65
5 Melaksanakan Meningkatnya Kualitas 12.6
Pengembangan Perumahan dan 13.03% 12.8 121 11.6 11.1
Perumahan dan pemukiman Jumlah Rumah Kumuh 111
kawasan Pemukiman
6 Meningkatkan Meningkatnya Persentase rumah tangga 8756
Layanan Listrik dan ljangkauan ayanan yang menggunakan listrik > 70,47% 7347% 76,47% 79,47% 82,47% 82,47%
telekomunikasi Listrik; (rasio elektrifikasi)
Persentase rasio desa
58.29% 74,30% 76,30% 78,30% 80,30% 82,30% 82,30%

berlistrik
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. . Kondisi awal Kondisi Akhir
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran RPIMD 2015 2016 2017 2018 2019 RPJIMD (2019)
Meningkatnya layanan Rasio RT yang memiliki
telekomunlkaSI; telefon Seluler 76.78 % 80 % 83 % 86 % 89 % 92 % 92 %
7 Meningkatkan Kualitas | Optimalisasi fungsi Jumlah Dokumen Rencana
Penyelengaraan perencanaan dan Umum Tata Ruang 10 11 11 13 13 14 14
Penataan ruang; pengendalian penataan
ruang; Jumlah Dokumen Rencana
Rinci Tata Ruang 0 1 5 9 13 17 17
Rasio Ketaatan Tata Ruang BAD 60% 62,5% 65% 67,5% 70% 70%
Misi Keempat, Membangun kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan di seluruh sektor kehidupan masyarakat Maluku Utara (Misi Tagwa);
1 Mewujudkan suasana | Terwujudnya tata
kehidupan masyarakat | kehidupan masyarakat Jumlah Jemaah Haji (Orang) 843
yang religius serta yang religius;
meningkatkan Meningkatnya kehidupan | Jumlah Orang yang
Kepedulian Sosial; dan kepedulian sosial; berzakat (Orang) 505.704 593.896 682.088 770.280 858.472 946.664 946.664
Terwujudnya
kemudahan umat Jumlah Rumah Ibadah yang 250 Rumah 300 Rumah 350 Rumah 400 Rumah 200 Rumah
beragama dalam dibantu 200 Rumah Ibadah umal umal uma uma uma
menjalankan ibadah dan 00 Rumah badah |\ - ian Ibadah Ibadah Ibadah Ibadah 1,700 Rumal
meningkatkan peran
serta fungsi lembaga
keagamaan;
2 Mengembangkan seni | Terwujudnya seni dan
dan budaya; budaya yang rghglus, Jumlah Event Seni Budaya 6 7 8 9 10 10 10
. tangguh, disiplin, kuat,
inovatif dan kreatif.
Misi Kelima, Memperbaiki Tatakelola Pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani dan berwibawa (Misi Aman).
1 Menciptakan Terwujudnya organisasi
organisasi yang yang tepat fungsi dan Jumlah Kelembagaan yang 42 2 Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat
menjalankan fungsi tepat ukuran (rightsizing); | ditata;
pel?ygnan] berd Tersedianya e-Database
gzzgsl?rgz&kt‘i?fr @28 | pada SKPD yang Jumlah Database
aspirat, partisipat, | " PaSS Geospasia 0 15 25 35 42 42 42

terpadu, transparan,
dan bebas dari KKN;
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akuntabilitas dan
kinerja birokrasi.

hirokrasi.

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Koggj’iﬂaDwaI 2015 2016 2017 2018 2019 ggmg' ('gg?é;
Meningkatnya sistem
prosedur dan tatakerja
yang jelas, efektif, efisien,
terukur dan sesuai Capaian LAKIP c B B A A A A
dengan prinsip-prinsip
good governance;
2 Mewujudkan Meningkatnya aparatur Peringkat Indonesia
pelayanan publik yang | yang berintegritas, Government Index (IGl)
prima; netral, kompeten, 33 dari 33 Provinsi 32 dari 34 30 dari 34 29 dari 34 28 dari 34 27 dari 34 27 dari 34
kapabel, profesional, Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
berkinerja tinggi dan
sejahtera.
Meningkatnya pelayanan | Terbentunya Kelembagaan
prima yang berorientasi PTSP dan ULP PTSP:3 PTSP:5 PTSP: 6 PTSP: 7 PTSP:9 PTSP: 11 PTSP: 11
pada masyarakat dan ULP: 2 ULP:5 ULP: 6 ULP: 7 ULP:9 ULP: 11 ULP: 11
dunia usaha;
3 Meningkatkan Terwujudnya sinergitas Terlaksananya Penilaian
sinergitas dan dan koordinasi dalam Pangripta untuk tingkat
koordinasi antara pelaksanaan Provinsi dan
pemerintah pusat, pembangunan antara Kabupaten/Kota 5 Kab/Kota 7 Kab/Kota, 9 Kab/Kota, 10 Kab/Kota, 10 Kab/Kota, 10 Kab/Kota, 10 Kab/Kota,
provinsi dan pemerintah pusat, Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
kabupaten/ kota; provinsi dan
kabupaten/kota;
4 Meningkatkan Meningkatnya kapasitas, | Opini BPK atas Laporan
kapasitas, akuntabilitas dan kinerja | Keuangan Disclaimer WDP WTP WTP WTP WTP WTP
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